
BUPATI TASI MALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN BUPATI TASH MALAYA 

NOMOR 136 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TA IKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2019 
TENTANG BATAS TERTINGGI UANG PERSEDIAAN 

DAN GANTJ UANG PERSEDlAAN PAD PERANGKAT DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah 
de gan Pe aturan D erah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Per bahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
7 Tahun 20 6 tenta g Pembentu an dan Susunan P rangkat 
Daerah, dipandang perlu menyesuaikan Peraturan Bupati 
Tasikmala a omo 6 Tabu 2019 tentang Batas Tertinggi 
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasar an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 20 19 tentang Batas Tertinggi 
Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Beri a Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
labupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambahan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan. Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu.n 2004 Nomor 5 Tambahan Lernbaran N gara 
R pubUk Indon ia Nomor 355) ' 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200 n ng P m rik an 
P ngelolaan dan Tanggungjawab . uangan N gara (L mbaran 
N gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran egara Republi Indone ia ornor 4400); 

5. P raturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia ornor 4738); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nornor 42 Ta bahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 6322); 

7. Peraturan D erah abupate Tasikmal Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok- okok P n elolaan 1 euang Da rah 
(Lembaran Daerah bupaten Ta ikm aya Ta un 2008 

or 4); 

8. Peraturan Dae ah abupaten Ta i mala a Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah abupaten 

a ikmal a (Lembaran Daerah Kabu paten Tasikrnala a 
Tahun 20 11 Nomor 3), sebagaimana telah diub h dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
201 4 tentang Perubahan Atas P raturan Daerah Kabupaten 
Tasikmala a Nomor 3 Tahu n 20 11 t ntang Rumah 8akit 
Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahu.n 20 14 Nomor 4) ; 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Ta ikmala Nomor 15 Tahun 
2011 entang Ba an Penanggulangan B cana Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupat n 
Tasikmalaya Tah ' n 2011 Nomor 1 )j 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara P mbentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

11. P raturan Da rah Kabupaten Ta ikrnalaya NomoI' 3 Tahun 
2016 t nta g Uruan P m rintahan ang m nj di 
k · nangan P 1'11 rintahan aerah I abupat n Tasikm la a 
( rob r n r h 1 bup t n Tasikmal Tahun 2016 
NomoI' 3); 



Menetapkan 
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12.P raturan Da rah Nomor 7 Tabun 2016 t ntang P mb ntukan 
dan Susunan P rangkat Da rah (Lembaran Da rah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peru bah an Atas 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmala a Tahun 2019 Nomor 41 ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2019 ten tang Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasi ya Tahun 2019 
Nomor 7) ; 

14.P raturan Bupati Tasikmala: a · mor 6 Tahun 2019 tentang 
Bata Te -tinggi Uang rs di an dan Oant' Uang Persediaan 
Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berit Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 19 Nomor 6); 

IS.P raturan Bupati Ta ikmalaya Nomor 7 Tahun 20 19 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2019 Nomor 7); 

16. raturan Bupati Tasikmal a Nomor 131 Tahun 20 19 
tentang enjabaran Perubahan Anggaran Pendap tan dan 
Be a j D erah abu pa n T . ala a Tahun Anggaran 
2019 (Be 't Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahun 2019 
Nomor 31)' 

MEMUTUSKAN: 

PE ATURA BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENT NO BATAS TERTINOOI 
UA G PERSEDlAAN DAN GANTI UANG PERSEDI PADA 
PE NGKAT DAER H TAHUN A GO 2019 , 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomo 6 Tahun 2019 
tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan Pada 
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabu paten Tasikrnalaya 
Tahun 2019 Nomor 6) , diubah sebagai berikut : 

1. Diantara ayat (1) dan a at (2) Pasal 2 d'sisipkan 1 (satu) ayat, akni ayat (la) 
sehingga Pasa12 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa12 

(1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1/12 (satu per 
dua bel as) dari nilai anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun 
anggaran dikurangi belanja langsung untuk Belanja Pegawai dan estimasi 
SPP-LS pengadaan barang/jasa atau pihak ketiga. 
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(l)a Pengecualian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), penetapan batas 
jumlah Uang Persediaan adalah sebesar 1/4 (satu per empat) dari nHai 
anggaran belanja langsung untuk 1 (satu) tahun anggaran dikurangi 
belanja langsung untuk Belanja Pegawai dan estimasi SPP-LS pengadaan 
barang/jasa atau pihak ketiga, yaitu untuk: 
a. Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; 
b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Peru mahan dan Permukiman; 
c. Dinas Sosial, Pemberda aan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlind'llngan anak; 
d. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan; 
e. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah. 

(2) Batas tertinggi u rat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) 
Tahun Anggaran 20 9 sebagaima a tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 

(3) SPP-UP dapat diajukan setelah DPA PD ditetapkan dan hanya dilakukan 1 
(sa t'll) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. 

(4) SPP-UP diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk Permintaan Uang 
mu ka kerja dan/ atau pengisian kas yang bersifat pengisian kembali 
(revolving) untuk membiayai belanja operasional kegiatan mencakup 
kegiatan barang dan jasa yang tidak dilakukan dengan pembayaran 
langsung (LS). 

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Batas Tertinggi Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan 
Pada Perangkat Daerah Tahu Anggaran 20 9 , d'ubah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran ebagai bagian ang idak terpisahkan dari 
Peratura Bupati ini. 

Pasal I 

Peraturan Bupati ini mulai b r aku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang menget huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatann a dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 1 Oktober 2 19 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

7 
IIN AMINUDIN 

D 'tetapk81 di Si gapama 
pada tanggal 1 Oktob r 2 19 

BERITA DAERAH KEEUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 136 



5 

LAMPlRAN 
NOMOR 
TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASH MALAYA 
136 TAHUN 2019 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 
6 TAHUN 2019 TENTANG BATAS TERTINGGI UANG 
PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDlAAN PADA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 . 

NO 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 
10 

11 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 

DAFTAR BATASAN TERTINGGI UANG PERSEDlAAN DAN GANTI UANG 
PERSEDlAAN PADA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

NAMASKPD 
BESARAN UP 

(Rp.) 
Jumlah Seluruh SKPD 11.662.6 00.000 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 372.700.000 
Di a s Kesehatan dan Pengendalian Penduduk 1.837.500.000 
Rumah Saki Singapama Medika Citrautama 12.500 .000 
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan 

9 0 .000 .000 dan Permukiman 
Satuan Polisi Pamong Praja 160.100 .000 
Dinas So ial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

47 .400.000 
Pemberdayaan Perempuan dan P rlindungan An 

Dinas Lingkungan Hidup 186.500.000 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 140 .000.000 
Dinas Perhubungan 173 .000.000 
Dinas Komunikasi dan Informatika 137.300.000 
Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Me engah dan 

97.000.000 
Tenaga erja 
Dinas Penan aman Modal dan Pelayanan, Terpadu 

98.000.000 
Satu Pin tu 
Dinas Kearsipan dan P rpustakaan 79 .1 00.000 
Dinas P riwisata, Pemuda dan Olahraga 127.000.000 
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 1.553 .900 .000 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 135.000.000 
KDH I WKDH 376.000.000 
Sekretariat Daerah 1.100.000.000 

Sekretariat DPRD 1.136.700.000 
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 90.300.000 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 120.000.000 
Inspektorat Daerah 458.900.000 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 225.900.000 
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 448.000.000 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

168.900.000 
Daya Manusia 
Kecamatan Cibalong 25.800.000 
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27 Kecamatan Parungponteng 26 .700.000 
28 Kecam.atan Jatiwaras 27.200.000 
29 Kecamatan Salopa 26 .900.000 
30 Kecamatan Tanjungjaya 22 .200.000 
31 Kecamatan Puspahiang 27.000 .000 
32 Kecamatan Sukaraja 24.200.000 
33 Kecamatan Salawu 23 .300.000 
34 Kecamatan Karangnunggal 30.000.000 
35 Kecamatan Bantarkalong 27.100.000 
36 Kecamatan Padakembang 26.000.000 
37 Kecamatan Cikatomas 31.500.000 
38 Kecamatan Taraju 26.600.000 
39 Kecamatan Pancatengah 28.800.000 
40 Kecamatan Cikalong 28.800.000 
41 Kecamatan Sodonghilir 29.600 .000 
42 Kecamatan Bojongasih 27.000.000 
43 Kecamatan Pagerageu g 28.300.000 
44 Kecamatan Jamanis 21.900.000 
45 Kecamatan Mangunreja 25.400.000 
46 Kecamatan Sukaresik 23.700.000 

47 l{ecamatanCineam 29 .200.000 

48 Kecamatan Manonjaya 27.900 .000 
49 K camatan Bojonggambir 28.300.000 

50 Kecamatan Karangjaya 29.400 .000 

51 Kecamatan Gunungtanjung 25.900.000 

52 Kecamatan Singaparna 28.500.000 

53 Kecamatan Sukarame 21.500 .000 

54 Kecamatan Sukahening 26.400.000 

55 Kecamatan Sukaratu 25.900.000 

56 Ke amatan Cigalontan g 25.800.000 

57 Kecamatan Leuwisari 25 .300.000 

58 Kecamatan Rajapolah 26.400.000 

59 Kecamatan Cisayong 27.500.000 

60 Kecamatan Sariwangi 27 .000.000 

61 Kecamatan Cu1amega 28 .200.000 

62 Kecamatan Ciawi 26.400.000 

63 Kecamatan Kadipaten 26.900.000 

64 Kecarnatan Cipatujah 32.400.000 


